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PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 November 1985,
agama Islam, pekerjaan penjual online shop, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai
Penggugat;
melawan
#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Balangparang, 11 November 1981,
agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kino, pendidikan
SLTA, tempat kediaman Kabupaten Takalar, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Sgm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan
pernikahan pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal
25 Jumadil Akhir 1429 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 827/62/V11/2008,
tanggal 01 Juli 2008.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat

kediaman orang tua Penggugat di Jalan Budaya Borong Untia (Toko Chiko
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Sel), RT. 001, RW. 001, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten
Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
3.1. #namaanak (usia 12 tahun)

3.2. #namaanak (usia 8 tahun)
3.3. #namaanak (usia 8 tahun)
saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
5.1. Tergugat enggan menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan orang
tua Penggugat.

5.2. Tergugat tidak memberikan perhatian serta tidak memperdulikan Pengugat
dan anak-anaknya yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak
di hargai sebagai seorang istri.

6. Bahwa pada bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai
sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain
bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin
kepada Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah
tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat,
karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai
lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk
segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap
Penggugat (#namapenggugat).

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar, Nomor 827/62/V11/2008 Tanggal 01 Juli 2008. Bukti surat
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tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, #namasaksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Awasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa., di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Budaya Borong Untia
(Toko Chiko Sel), RT. 001, RW. 001, Desa Je'netallasa, Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2017 sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat enggan menjalin hubungan silaturahmi
yang baik dengan orang tua Penggugat, selain itu Tergugat tidak
memberikan perhatian serta tidak memperdulikan Pengugat dan anak-
anaknya yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak di hargai
sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juni 2018 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama
2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak ada

komunikasi lagi;
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- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi
dengan sikap dan kelakuan Tergugat.
Saksi 2, #namasaksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa., di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Budaya Borong Untia
Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2017 sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan tidak
memperdulikan Pengugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat sakit
hati dan merasa tidak di hargai sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juni 2018 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama
hampir tiga tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak ada
komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi
dengan sikap dan kelakuan Tergugat.
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya
perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa,
mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata
harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak
pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi
Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatn
ya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi seta alasan tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat enggan menjalin hubungan
silaturahmi yang baik dengan orang tua Penggugat. Selain itu Tergugat tidak
memberikan perhatian serta tidak memperdulikan Pengugat dan anak-anaknya
yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak di hargai sebagai
seorang istri, sehingga akibat perbuatan Tergugat antara Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2
(dua) tahun 9 (Sembilan) bulan dan selama itu Tergugat tidak memedulikan lagi
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas,
maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat
beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan
perceraian yang memiliki aspek lex specialis dan dengan mengingat azas
mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari
kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap
dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan
Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah isteri
Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu
telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor 827/62/VI1/2008, tanggal 01 Juli 2008, yang dicatat oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya
serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat
formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa
Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29
Juni 2008, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat
materil suatu akta autentik dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil
dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki
kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang
sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

Bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat
tidak memberikan perhatian serta tidak memperdulikan Pengugat dan anak-
anaknya yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak di hargai
sebagai seorang istri;

Bahwa saksi saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan (hampir 3

tahun);
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Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak ada

komunikasi lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau
hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh
Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya
dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil
gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-
alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraiannya
dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di
atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak
memberikan perhatian serta tidak memperdulikan Pengugat dan anak-
anaknya yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak di hargai
sebagai seorang istri;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai
sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa usaha kedua saksi untuk merukunkan kembali rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti
ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah
(marriage breakdown) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk
dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak

ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan
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pertengkaran, yang mengakibatkan pula terjadinya pisah tempat tinggal selama
2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan tanpa saling memedulikan dan selama
tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda
akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan
oleh pihak keluarga namun Penggugat tetap kukuh dengan tekadnya untuk
bercerai dari Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus
menerus;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal
tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif
terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat
melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada
mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat.
Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari
penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut
hukum yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fighi:

tlasll wl> Lo pado awlaoll <)
Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil
gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian
harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
dalil-dalil syar’i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan
perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat
dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#namatergugat) terhad
ap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua
Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.l., M.H. masing-masing
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sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 470.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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